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Komisi Penyiaran Indonesia

Surat Pesanan
EP-01KPWNM5WO0J1DPS314R6HJ7YZ3 tanggal 30 April 2026.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor 2 JL Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta

Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 24 Tahun 2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang
Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2026;

Nama 1
Jabatan . Direktur
Alamat Kantor : JI. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung

Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengadaan barangl/jasa, PIHAK
KEDUA akan mengirimkan barang dan atau melakukan jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

Rincian Barang/Pekerjaan:

Musa Harga Satuan
No Nama Produk Jumiah | Satuan Satuan |Sebelum Pajak| Jumlah Harga
i (Rp.)

Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KP| Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan
Komisioner KP| Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026

1 |Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID 9 unit 7 Bulan 11,936,936 752,026,968
MODELISTA VIN 2026 BULANAN
2 |Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID 1 unit 8 Bulan 11,936,937 95,495 496

MODELISTA VIN 2025 BULANAN

Jumlah sebelum pajak 847,522 464

PPN 93,227 471

Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)

sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan Total Rp 940,749,935
ratus tiga puluh lima rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:
1. Hak dan Kewajiban
A. Penyedia (PIHAK KEDUA)
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa sesuai dengan total harga
dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2) Penyedia/Pihak Kedua memiliki kewajiban:
a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Katalog Elektronik;
b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing
pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
¢. mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini. Selambat-lambatnya pada
tanggal 04 Mei 2026 untuk tipe Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT Hybrid Modelista VIN 2025, dan tanggal 25
Mei 2026 untuk tipe Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT Hybrid Modelista VIN 2025;
d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
e. melakukan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama masa kontrak dengan PIHAK PERTAMA,;




f. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buki Perjanjian melalui]

Pejabat/Panitia Penefima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

- barang rusak akibat cacat produlsi;

- barang russk pada saat pengiiman berang hingga barang diterima cleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

- barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercanium pada SP ini,

g. membesikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

h. memberikan layanan pumajual sesuai dengan ketentuan garanst masing-masing barang.

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian {PIHAK PERTAMA)

1} Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjaniian memiliki hak:

a. menerima barang/fjasa dari Penyedia sesual dengan spesifikasi yang tercantum di datam SP inj;

b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;

<. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

- barang rusak akibat cacat produksi;

- barang nmsak pada sast pengiiman barang hingga barang diterima oleh Pejabat]
Penandatangar/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian; danfatau

- barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

d. mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjiikan seperti instalasi, testing, dan pelathan {apabila ada);

e, mendapatkan layanan pumajual sesusi dengan ketentuan garans! masing-masing barang.

2} Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buk# Perjanjian memiliki kewajiban:

a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP int dengan memperhatikan
performa layanan selama masa kontrak;

b. memeriksa kuafitas dan kuantitas barang dan atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati; dan

¢. memastikan lavanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, tesfing, dan pelathan
(apabila ada).

Wakiu Pengiriman Barang dan/atau Pelaksanaan Jasa

Penyedia mengiimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP Int selambat-{ambatnya

pada 25 Mei 2028,

Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mangirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Kantor KPI Pusat Ji. Ir. H. Jusnda No.38, RT.7/RW.2,

Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kata Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120,

Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada hart Senin tanggal 25 Mei 2026.

Penefimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan
pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penzndatangan/Pengesahan Tanda Bukt Petjanjian
menemukan bahwa:

- barang rusak aldbat cacat produksi;

- barang rsak pada saat pengiiman barang hingga barang diteima oleh Pejabat]
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli Perjanjlan; danfatau

- barang yang ditefima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tande Buki Pefjanjlan dapat menolak penerimaan barangfjasa

dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat muty atau kerusakan barangfjasa

tersebut.

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Sukii Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk mefakukan)
pemeriksaan atau uli muty terhadap barang yany diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesaban Tanda Bukii Peranjian dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap harang yang dianggap
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kenisakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian
barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerjs.

Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukfi Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan
pekerjaan sebesar harga yany tercantum pada SP ind.

b. Harga SP lelah memperhfiungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiiman saat semua uni
pertama kali diterima dan biaya pengiriman saat pengembalian unit saat kontrak berakhir, biaya asuranst
selarna masa sewa, blaya fayanan tambahan {(apabila ada) dan biaya layanan purna jua).

¢. Rinclan harga SP sesual dengan rincien yang fercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Perpajakan
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Fenyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan fain yang sah yang
dibebankan oleh hukum yang beflaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajekan ini dienggap telah
termasuk dalam harga SP.
Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Konlrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, balk sebagail
akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengaithan sebagian pelaksanaan Kentrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengafihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barangfasa yang bersifat standar dilakukan untuk|
pekerjaan  seperi  pengiiman  barang  (distribusi barang) dari  Penyedia  kepada
Kementefan/Lembaga/Satuan Kerja Perengkat Daerah/institusi; dan
2. Pengatfihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barangfjasa yang bersifat idak standan
misalnye untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan amhbulans, ready mix, hot mix dan lain
sabagainya.
Perubahan SP
a. SP hanya dapat diubah melafui adendum SP;
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terfadi perubahan masa langganan
dalam kontrak atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli Perjanjian atau
permohonan Peryedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Hak Atas Kekayaan (ntelekiual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan behwa barang yang dikiimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas
Kekayaan intelekhral (HAK!) phak manapun dan datam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat PenandatanganfPengesahan Tanda Bukt Perjanjian dari
atau atas semua tunhdan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerupian, denda, gugatan atau tuntutan
hukumn, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yeng dikenakan terhadap Pejaba
Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktf Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI,
termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAK] lzinnya yang dilakukan atau
diduga dilakukan oleh Penyedia.

Jaminan Bebas Cacat Mutw/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dasi produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa
selama penggunasn secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akihat
desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau
jangka wakiu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian akan menyampalkan pemberitahuan cacat mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Pumajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,
Penyedia berkewajiban untuk memperbalki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan
dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau menggenti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang
ditenfukan, maka Pejabat Penandatangar/Pengesahan Tanda Buki Perjanjian akan menghitung biaya
perbaikan yang diperiukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesshan Tanda Bukti Perjanjisn secara langsung
atau melalui pihak ketiga yang ditunjul oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukd Perjanjian akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian
tersebut sesual dengan kiaim yang digjukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pangesahan Tanda
Buktt Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt
Perjanfian dari nilat tagihan Penyedia.

Pembayaran

1) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan cleh Pejabat Penandatangen/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketenivan:

a. penyedia telah mengajukan tagihan;

b. pembayaran dilakukan secara Sekaligus, adapun total milai pembayaran sesuai konfrak sebesar
Rp940.749.935 - (sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh sembian rtbu sembiian ratus tiga
puluh lima rupiah.)

¢. Pembayaran atas nama SATRIA PIRANT! PERKASA pada BCA dengan nomor rekening: 4860168567 dan
NPWP: 01.804.860.1-048.000 setelah barang pekerjaan selesai atau diserafterimakan cleh Phak Kedua}
kepada PIHAK PERTAMA,

d. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;

e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalukan proses pembayaran atas pembelian
barang/jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh} hani kerja setelah PPK menifai bahwa dokumen pembayaran
lengkap dan sabh;
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f. Biaya yang timbul akibat pelaksanasn pengadaan barangfjesa dalam Surat Pesanan ini dibebankan pada[
DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor SP DIPA-059.01.1.664323/2026)
tanggal 1 Desember 2025, Keglatan/Ouiput/MAK 4492.EBA.954.002.C.522141

Sanksi

a. Peryedia dikenakan sanksi apahila;

1) Tidak menanggapi pesanan barengfasa selambat-fambatnya 5 (lima} hari kerja;

2) Twdak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP inl
tanpa disertai alasan yang dapat diterima; danfatau

3) menjual jasa mefalul proses e-Purchasing dengan harga yang lebth mahal dari harga yang dijual selain melalui
e-Purchasing pada periode penjualan, jumiah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang
sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif]
berupa:

1) peringatan tertufis;

2} denda; dan

3} pelaporan kepada LKPP untuk ditakukan:

a. penghenfian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penuninan pencantuman dari Katalog Elekironik {(e-Catalogue).

¢. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketenluan mengenai sanksi sebagalmana diahw dalam Peraturan
Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

Penghentian dan Pemutusan SP

a. Panghentfan SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

k. Pemutusan SP oleh Pejabat Penrandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1} Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila;

- kebutuhan barung/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhimya SP;

= Penyedia lalai‘cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jengka waktu yang telah ditetapken;

- Penyedia terbuldi melakukan KKN, kecuwrangen dan‘ateu pemalsuan dalam proses Pengadaan yang
diputuskan oleh Instansi yang berwenarng; dan/atau

- pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam}
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusann SP sebagaimana dimaksud pada angka 1} dilakukan selambatdambatrya 7 (tujub) hari karja
setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bulkti Perjanjlan menyampaikan pemberitahwan rencana
permutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penye(ﬁa dapat melakukan pemutissan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketertuan SP atau
adendum SF;

- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peranfien gagal mematuli keputusan akhir
penyelesaian perselisthan; atau

- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanfian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam SP atau Adendum SP.,

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambatdambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Denda Ketedambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terfambat menyelesaikan peketjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini

karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 {satu perseribu) dari total harga

atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP int untuk setiap hari katerlambatan.

Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para plhak dan tidak dapat diperkirakan
sehelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam S menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulls dalam waktu selambat-lamhamyal
14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dlkeluarkan oleh pihakinstansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraiuran perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan cleh perbiatan atsu kelalaian paral
pthak.

d. Keterfambatan pelaksanaan pekerjean yang diakibatkan cleh terjadinys Keadaan Kaher tidak dikenakan
sanksi.
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kekuatan hukum yang sama.

. Masa Berlaku SP

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam
perubahan SP.

Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya

sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan

SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisinan tidak dapat diselesaikan

secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan

negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii

Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya

baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan

pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan
pekerjaan/berakhimya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2026

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki

Untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa,
Indonesia, selakuPIHAK PERTAMA selaku Distributor/Penyedia/PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Direktur




